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BUPATI BANYUMAS
PROVINS[ JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR4{E TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa uniuk meliksanakan ketentusn Pasal 124 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor | Tahun 2011 tentang
Pajak Dacrah sebugmimans telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Banvumas Nomor 22
Tahun 2014 tertang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumss Nomor 1| Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Hestoran di Kabupaten Banyumas;

1.

Fazal 18 Ayat (5] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Dacrah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang Undang Nemor 28 Tahun 2002 tentang Pajak
Daeral dan Retribusi Daersh (Lembaran Negara Republik
Indones:a Tahus 2000 Nemor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubal: dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentariz Cipta Resja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2020 Homor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repubt. i Indoncsia Nomor 6573);



10.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S587);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah vang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 3 Sen EJ;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor | Seri E) sebapnimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daecrah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomeor 1 Seri B).

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK RESTORAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

I.
2,

3.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

. Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Badan Daerah/ Dinas Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang
pendapatan daerah.

Kepala Badan Dacrah/ Dinas Dacrah adalah Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah yang mempunysai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di
bidang pendapatan daerah.

6. Kas Dacrah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial
politik, organisasi lainnya, lembaga dan hentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan danfatau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar dan scjenisnya termasuk jasa boga/katering.

12. Pengusaha  Restoran  adalah  perscorangan  atau badan yang
menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungul atau
pemotong pajak tertentu.

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran Pajak Restoran, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan
Daerah.

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWFPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagal tanda pengenal diri atau identitas
Waijib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
Perpajakan Daerah.

16. Pemunguian adalah suatu rangkajan kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang lerutang,
sampai dengan kegiatan penagihan pajak seria pengawasan penyetorannya.

17. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

18, Masa pajak adalah jangka wakiu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

19, Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan
penyctoran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



22,

23.

25.

27,

28.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah,

Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disebut e-
SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah bidang
pendapatan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

_Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yvang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang sclanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

_Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya  disingkat

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlsh kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

.Surat Tegihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.



3l.

32.

33.

35.

37.

41].

43,

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menecgur
Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya,

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan
biayapenagihan Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam  peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah, vang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB,
atau STFD,

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD.

Surat Permintaan Pembayaran yang sclanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara  pengeluaran untuk  mengajukan

permintaan pembayaran.

_Sural Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairun Dana vang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah dacrah selalku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolean keuangan
daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPRD adalah

kepala satuan kerja pengelola keuangan dacrah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah,

.Bendahara Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BUD adalah FPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Forcemajeur adalah suatu keadsan dimana scorang wajib pujak dibebaskan
untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang
disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan
tidak dapat dihindarkan.

Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem
lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau



terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa
mengakses internet tersebut.

43, Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

44, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

46, Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waijib Pajak.

BAR 11
NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
Atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dipungut pajak dengan nama
Pajak Restoran.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran .

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi
olch pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Termasuk dalam obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. Restoran;
b. Rumah makan;

Kafetaria;

Bar,

Pujasera/ food court;

Bakery;

o B P

s |



g. Kantin;
h. warung, dan
i. jasa boga/katering.

(4) Tidak termasuk dalam obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
restoran.

BAR [l
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
yang scharusnya diterima Restoran.

Pasal 6
Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7
(1) Besaran pokok Pajak Restoran terutang dihitung dengan cara mengalikantarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mengenakan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subyek
Pajak Restoran telah termasuk Pajak Restoran.

Pasal 8
(1) Pengusaha Restoran wajib mengenakan Pajak Restoran dengan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti tansaksi yang diberikan
kepada subyek Pajak Restoran.
(2) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak mengenakan Pajak Restoran dalam
bukti transaksi yang diberikan kepada Subyek Pajak Restoran, maka jumlah
pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.



BAB IV
MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9
(1) Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan.
(2) Pajak Restoran terutang mulai pada saat berakhirnya masa pajak.

Pasal 10
(1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran adalah 10 (sepuluh) hari setelah
pajak terutang.
(2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran yang ditetapkan dalam SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD 1 (satu) bulan setelah diterbitkan,
(3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pagal 11

(1) Wajib Pajak Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara
membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupat.

(2) Besarnya Pajak Restoran terutang adalah merupakan hasil perhitungan
sendiri yang didasarkan pada omzet atau pendapatan yang diperoleh dari
kegiatan usaha Restoran.

(3) Pembayaran Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

(1) Terhadap usaha Restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan
beberapa orang atau badan, atau oleh | (satu) orang atau beberapa badan
maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing
pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab
renteng atas pembayaran pajaknya.

(2) Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak Restoran bertanggung jawab renteng
terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan Restoran tersebut.

Pasal 13
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Restoran, Bupati
berwenang menghubungkan sarana pembayaran yang dimiliki oleh Wayjib
Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi
Pemerintah Daerah secara online.
(2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalul sarana pembayaran Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara



menghubungkan mesin kompuler yang dimiliki Wajib Pajak yang
dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik
Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Badan Daerah/ Dinas
Daerah secara online.

(3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara penyampaiar
data transaksi penerimaan usaha Wajib Pajak secara online melalui sistem
jaringan informasi dari Wajib Pajak ke Badan Dacrah/ Dinas Daerah, diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14
Format SSPD Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
TATA CARA PENYAMPAIAN SPTFD

Pasal 15

(1) Wajib Pajak Restoran wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(2) Setiap akan berakhirnya masa pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
menyampaikan Suratl Pemberitahuan kepada Wajib Pajalk.

(3} SPTPD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harn
setelah berakhirnya masa pajak.

(4} Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(5) Setiap Wajib Pajak Restoran dalam mengisi SPTPD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani olch
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam (1) harus disertai
dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian dan bukti setoran pajak
(SSPDY).

(7) Rekapitulasi penerimann harian scbagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu
hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh layanan yang
disediakan oleh Restoran yang bersangkutan.

Pasal 16
(1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu



penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat
(4) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
disertai alasan yang jelas.
(3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajaksebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
b. tidak dilampiri dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
atau
c. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat I
pernyataan  tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak,
sepanjang belum dilakulkan tindakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD
schbagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lehih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan atas jumlah pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan
tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 18
Format SPTPD Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 19
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;



9) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Daerah/ Dinas Dacrah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan padawaktunya sebagaimana  ditentukan dalam
suratteguran;

3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
sccara jabatan,

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menycbabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagnimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen| sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saal terutang pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratil berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat|
bulan dihitung sejak seat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan
SKPDKB.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratil berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan
sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1
(satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang
ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak terutang,



Pasal 20

(1) Pajak terutang dihitung secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah berdasarkan data yang ada
atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah.

(2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan afas
transaksi/ omzet usahanya;

b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak
lengkap dan/atau tidak benar;

c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak
untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat
dilakukan pemeriksaan; dan/atau

d. wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.

(3)Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang
diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan
tahapan prioritas sebagai berikut :

a. berdasarkan hasil kas opname;

b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/ penungguan di lokasi usaha
Wajib Pajak; atau

¢. berdasarkan data pembanding,

(#) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan
sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan
hari yang berbeda.

(5)Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat {4) akan dipakai sebagai
nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan
penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

(6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha
wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan
sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasi baik secara
terus menerus maupun bersclang,

(7}Berdasarkan hasil pengamatan langsung scbagaimana dimaksud pada ayat
(6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah
pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per

Orang/Pengunjung,.



(8} Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha
Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas,
kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lain secara
proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan
dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(9)Data pembanding scbagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di
Badan Daerah/ Dinas Daerah atau sumber lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 21
Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Restoran tercantum dalam
Lampiran IIl, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
lrlj-l

BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama
Pembetulan

Pasal 22
(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan
dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor sursl ketetapan pajak, jenis
pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.

(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan
dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau
pembagian suatu bilangan.

{4} Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
kekeliruan dalam penerapan taril atau kekeliruan penerapan sanksi
administratif.



Pasal 23

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonanmnya;

¢. permohonan disampaikan ke Badan Dacrah/ Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas;

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
dengan Sural Kuasa.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dengan dilampiri :

a, fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

h. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan:

a. secara langsung, atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan sural yang dijadikan dasar untuk memproscs Surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman  tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatal.

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.



Pasal 24

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (1) yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan
ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti  dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan schingga tidak
dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya
surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.

(4) Dalam hal permohonan pembetulan  tidak dapat dipertimbangkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan
pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan
pembenilan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan
atau mengurangkan jumlah pajak yvang terutang atau memperbaiki kesalahan
dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak
memberi keputusan, permochonan pembetulan dianggap dikabulkan dan
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan keputusan pembetulan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26
(1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat



ketetapan pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah membetulkan
kesalahan tersebut secara jabatan,

(2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masih
terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat
melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara
jabatan,

Pasal 27
Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan
pPembetulan, Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 28
Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah dapat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD Pajak Restoran vang tidak benar atau scharusnya tidak
diterbitkan.

Pasal 29
(1) Permohonan  pembatalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus
memenuhi persyaratan sehagai berikut -
a. tidak diajukan keberatan:
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
¢. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi
administrasi;
d. diajukan permohonan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak:
e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak:
I. permohonan harus disjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
£ surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan
Surat Kuasa.
(2) Permohonan pembatalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaian
secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:



a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan:

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan
Pajak Restoran tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga
dapat dibatalkan;

¢. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat keteta pan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

{4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dapat dilakukan:

a. secara langsung; atay

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat

C. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah,

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimalksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau Jasa pengiriman tercatat.

C. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melaluj aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 30

(1) Permohonan pembatalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan
ayal (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan
ayat (2), dianggap bukan scbagai surat permohonan schingga tdak
dipertimbangkan,

(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya



surat permohonan, harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasari,

(4) Dalam hal permohonan pembatalan  tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan  kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayit (1) dan avat (2),

Pasal 31

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 5 {lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana
disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan
pembatalan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 30 tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal 32

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah memberi keputusan atas permohonan
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permochonan
pembetulan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak
memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai



dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 33

Format sural permohonan pembatalan, surat pengembalisn  permohonan
pembatalan, surat permintasn dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka
pembatalan Pajak Restoran, surat permintasn keterangan tambahan dalam
rangka pembatalan Ketetapan Pajak Restoran dan format Keputusan tentang
Pembatalan SKPDKB/SKPDKBET/ SKPDN/SKPDLB Pajak Restoran dan
Keputusan tentang Pembatalan SKPDKE/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak
Restoran Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Restoran
yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan
penagihan.

(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud padsa ayat (1) dilakukan terhadap
pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding,

[3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. besar utang pajak;

e. perintah untuk membayar;
d. saat pelunasan utang pajak.

[5) Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat {(3) diterbitkan paling
lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam
jangka waktu 7 {tujuh) hari sectelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak

harus melunasinya.



Pasal 35
(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sckaligus tanpa menunggu
pembayaran apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
sclama-lamanya;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atan dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan vang dilakukan di Indonesia;

¢. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang
dimiliki atau dikuassinya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negars;

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh
pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan,

(2) Surat Perintah Penagihan Scketiks dan Sekaligus, memuat:

a. Nama Wajib Pajak;

b. Besar utang Pajak:

¢. Perintah untuk membayar;

d. Saat pelunasan utang Pajak.

(3} Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum
penerbitan Surat Paksa.

(4] Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36
(1) Surat paksa berkepala kata kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA® mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hulkum tetap.
(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a. Nama Wajib Pajak;
b. Dasar Penagihan;
c. Besarnya utang Pajak;
d. Perintah untuk membayar.

Pasal 37
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding



yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38
(1) Surat Paksa diterbitkan apabila;
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran atau surat lainya yang sejenis;
b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sckaligus; atau
¢. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak.
[2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung
Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Pasal 39
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain
yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 40
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat
Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 41
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang
Pajalknya, paling lama 14 [empat belas) hari kerja sejak tangpal diterima Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak
mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan

lelang atas barang yang disita.



Pasal 42
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajb Pajak.

Pasal 43
Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang
sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 44
Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan
Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 45
Kepala Badan Dacrah/ Dinas Dacrah dapat menerbitkan STPD dalam hal :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung,
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 46
Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sctelah dilakukan
penelitian terhadap data ndministrasi perpajakan.

Pasal 47

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huraf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnyn pajak atau berakhirnya
Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan
STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurul ¢ termasuk sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5) Peraturan Dacrah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 48

(1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daecrah dapat menerbitkan STPD untuk Masa
Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau
dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi
yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh
Wajib Pajak.

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa
Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib
Pajak, apabila setelah penghapusan NFWFPD atau pencabutan Pengukuhan
Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan
dalam jangka waktu 5 (lima) 1ahun setelah saat terutangnya pajak atau
berakhimya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4} STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih
dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

Pasal 49
Format STPD, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK RESTORAN

Bagian Pertama
Pemberian Pengurangan Pajak Restoran

Pasal 50
(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak



Restoran yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang Pajak Daerah.

(2} Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas
sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 51

{1} Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. tidak diajukan keberatan;

b, diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

¢. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

g surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa,

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah, dengan dilampiri :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Restoran
tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang
mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;

¢. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

{4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapal dilakukan:

a. secara langsung; atall

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

™



¢. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b, tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 52

(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
yang memenuhi persyaratan schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Waijib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan scbagai surat permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerahdalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari,

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 53

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala Badan Dacrah/ Dinas Dacrah dapat meminta
dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 5 (lima) hari kerja scjak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala
dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan



menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak
harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama
sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayal (3}, permohonan
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau
yang diterima.

Pasal 54

(1) Setelah dilakukan penelitan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), Bupat
atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan atas
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
permohonan pengurangan diterima

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajalk.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 {tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima
dan diterbitkan kcputusan sesusi dengan permohonan Wajib Pajak dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 55
(1} Bupati memberikan keputusan alas permohonan  pengurangan Pajak
Restoran yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima
puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas
permohonan pengurangan Pajak Restoran yang pokok pajaknya paling
banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 56
Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan
pengurangan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam
rangka pengurangan, sural permintaan keterangan tambahan dalam rangka
pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak Restoran,
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Pemberian Keringanan

Pasal 57

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak Restoran terutang sesuai
dengan ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Restoran terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau
penundaan pembayaran atas Pajak Restoran terutang dalam SKPDKB atau
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.

(3) Pemberian keringanan Pajak Restoran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)
dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan
tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada
wakiunys.

Pasal 58

(1) Permohonan keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal
57 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukt
yang mendukung permohonan;

b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Restoran scbagaimana
dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya mermuat :

1. nama dan alamat wajib pajak;

2. jumlah utang Pajak Restoran yang dimohonkan pengangsuran, masa
angsuran dan besarnya angsuran; atau

3, jumlah utang Pajak Restoran Yyang dimohonkan penundaan
pembayaran dan jangka walkiu penundaan;

e, ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;

d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan;

o. tidak memiliki tunggakan Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya;

f. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanari.

(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lama 10 (sepuluh] hari kerja scbelum jatuh tempo pembayaran, kecuali
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas wakiu
pengajuan tersebut Udak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya,



(3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat,

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasa 59

(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti
permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),
dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan
schagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daeerahdalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Pasal b0
(1) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data,
dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan
dekumen, data, dan/atau informasi.



(2) Waiib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal sural permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada
Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan
dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka
waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan
tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan
keringanan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan yang ada atau yang ditcrima.

Pasal 61

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1),
Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah  memberikan keputusan atas
permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat
permohonan diterima.

(2) Keputusan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud
ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah tidak
memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan
surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka
walktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 62
(1) Dalam hal permchonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diatur dengan
ketentuan sebagai benkut :

a. jangks waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya
surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) bulan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas sural
ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.

(2) Dalam hal permochonan keringan diberikan dalam bentuk penundaan
pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur



dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 63
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan,
banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang
Pajak Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran
atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau
penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetaplkan.

Pasal 64

(1) Dalam hal permohonan Waijib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak
dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau
pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan
dengan utang Pajuk Restoran dimaksud scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Restoran yang
diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumiah utang Pajak
Restoran yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran
atau penundaan adalah jumiah utang Pajak Restoran setelah dikurangi
dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 65

(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak
Restoran sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak
dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran
dan/atau pemberian imbalan bunga terscbut terlebih  dahulu harus
diperhitungkan dengan sisa utang Pajak Restoran yang belum diangsur atau
ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Restoran dan/atau
pemberian imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Restoran yang telah



diterbitkan keputusan pengangsuran, besarmya angsuran dan/atau masa

angsuran dari sisa utang Pajak Restoran tersebut harus ditetapkan kembali

dengan ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratil setiap masa angsuran tidak
lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

(3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Restoran dan/atau
pemberian imbalan bunga secbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi untuk melunasi utang Pajak Restoran yang ditunda, Wajib Pajak
tetap berhak melunasi utang Pajak Restoran tersebut sesuai dengan jangka
wakiu penundaan.

Pasal 66

(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak
Restoran menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Restoran yang
telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan
besarnya angsuran dari saldo utang Pajak Restoran ditetapkan kembali
dengan ketentuan:

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan;
dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah
disetujui.

(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak
Restoran menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Restoran yang
telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib
melunasi utang Pajak Restoran tersebut sesuai dengan jangka wakiu
penundaan.

Pasal 67
(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Restoran scria
permintaan usulan perubahan pengangsuran.

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan
pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
scbagaimana dimaksud pada huruf a.



¢. Kepala Badan Daerah/ Dinas Diaerah menerbitkan perubahan keputusan
pengangsuran pembayaran Pajak Restoran berdasarkan usulan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
diterimanya usulan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan
perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas
Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak
Restoran secara jabatan dengan ketentuan:

a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak Restoran dibagi dengan sisa
masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 68

(1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) diterima, utang Pajak Restoran yang belum dilunasi dikenai sanksi
administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang
Pajak Restoran.

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan
menerbitkan STPD Pajak Restoran pada setiap tanggal jatuh tempo
pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 69
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas
ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Restoran yang telah diterbitkan
keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran,
keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku
dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.

Pasal 70
(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran
pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas
permohonan  keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok
pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).



Pasal 71

Format surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran, sural
pengembalian permohonan pengangsuran penundaan pembayaran, surat
permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian
pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan
tambahan dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran,
surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Restoran dan
format Keputusan Tentang pengangsuran/penundaan pembayaran Pajak
Restorar, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemberian Pembebasan Pajak Restoran

Pasal 72

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan
Pajak Restoran terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pembebasan Pajak Restoran terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan terhadap Pajak Restoran terutang dalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

(3) Pemberian pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan
keuangan dengan sisa kekayasn tidak mencukupi untuk membayar Pajak
Restoran yang masih lerutang.

(4) Pembebasan Pajak Restoran dapai diberikan kepada Wajib Pajak apabila
terjadi forcemajere.

Pasal 73
(1) Permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbanghkan;

¢c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi;

d. disjukan permohonan pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

c. 1 (satu) permohonan untuk 1 {satu) SKPDKB, SKPDKBT;

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



g. sural permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

(2) Permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan
Daeragh/ Dinas Daerah, dengan dilampin :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah
bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;

c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan dacrah.

Pasal 74
(1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73



ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan schingga tidak
dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapal dipertimbangkan
sebagaimaria dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai
alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi  persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat {2).

Pasal 75

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dapat meminta
dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal
72 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan  pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah,
dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak
harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama
sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan/atau ayat (3), permohonan
pembebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (1), tctap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan vang ada atau yang diterima.

Pasal 76
(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1),
Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 {dua
belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan,
(2} Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.



(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan  keputusan,
permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan
keputussn pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka wakiu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

Format surat permohonan pembebasan Pajak Restoran, sural pengembalisn
permohonan pembebasan Pajak Restoran, surat permintaan dokumen, data
dan/atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Restoran, surat
permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak
Restoran dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Restoran,
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X1
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Dacrahf
Dinas Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
Pajak Restoran berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak
Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kealpaan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau
mengalami kesulitan keuangan;

(3) Kealpaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak
berbuat kealpaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak
memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.

(4) Bukan karena kesalahannya scbagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu
ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh
ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak
bersalah.

(5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yaitu
Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi
kelanpgsungan usahanya.



Pasal 79

(1) Permohonan  pengurangan  atau penghapusan  sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a.
b.

C.

tidak diajukan keberatan;

diajukan keberatan, tetapi bdak dipertimbangkan;

tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap
ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan pengurangan
atau pembatalan terhadap ketctapan pajak yang scdang diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi
dicabut oleh Wajib Pajak;

d. 1 {satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

P

E

permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Waijib
Pajak; dan

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan

sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak
Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan secara
tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dengan
dilampiri :

.

C.

fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan
disertai alasan;

dokumen pendukung yang lainnya.

{(3) Permohonan  pengurangan  atau penghapusan  sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian  permohonan  pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan:



a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat i6) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempal Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c, tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 80

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak
Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2),
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti
permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak
Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan
avat (2), dianggap bukan scbagai surat permohonan schingga tidak
dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala
Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan
yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Pajak Restoran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimansa dimaksud pada
ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan  kembali
sepanjang memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81
(1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1),



Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data,
dan/atau informasi yang diperlukan melalui periyampaian surat permintaan
dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintasn sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lama 5 (lima) hari kerja scjak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lchih lanjut atas permohonan pengurangan atau
penghapusan scbagaimana dimaksud Pasal B0 ayat (1), Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib
Pajak dengan menyampaikan sural permintaan keterangan tambahan dan
Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu
paling lama sebagaimana discbut dalam sural permintaan keterangan
tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3}, permohonan
pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Restoran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal 82

(1) Setclah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1],
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberi keputusan alas
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi Pajak
Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 2 {dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

(2} Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberi suatu keputusan, permohonan Ppengurangan atau
penghapusan sanksi admistrasi Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi Pajak
Restoran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu)
bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83
(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi admistrasi Pajak Restoran, dengan nilai sanksi



administrasi lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta
rupiah).

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas
permohonan pembebasan Pajak Restoran yang pokok pajaknya paling banyak
sampai Rp.25.000,000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 84

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak
Restoran, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi Pajak Restoran, surat permintaan dokumen, data. dan atau
informasi dalam rangka pemberian pengurangan / penghapusan sanksi
administrasi Pajak Restoran, surai permintaan keterangan tambahan dalam
rangka pemberian pengurangan penghapusan sanksi administrasi Pajak
Restoran dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi
Pajak Restoran, Keputusan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Restoran, tercantum dalam Lampiran X1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BARB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 85
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau
Kepala Badan Daerah/ Dinas Dasrah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/
SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak Restoran.

Pasal 86
(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
disertai alasan-alasan yang jelas;

b, Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketctapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut;

¢. Sural permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan
melampirkan surat kuasa;



d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu} surat ketetapan
pajak;

e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

f Telah membayar paling sedikit scjumlah 50% dari jumlah pajak terutang.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaian
secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah
dengan dilampiri:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberata.

c. dokumen pendukung yang lainnya.

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan keberatan schagarmana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman lercatat.

¢c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses sural
permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajokan daerah.

Pasal 87
(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B35 yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan
meneliti permohonan Wajib Pajak.



(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari,

(4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 88

(1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi,

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama scbagaimana
disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal B9
(1) Setelah dilakukan penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1),
Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan
atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam
jangka waktu paling lama 12 [dua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan diterima.



(2) Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
seluruhnya, mencrima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3} Apabila jangka waktu 12 (dua belas] bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap diterima dan
Bupati atau HKepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat
keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1
(satu] bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}).

Pasal 90

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna
memberikan keterangan atau memperolch penjelasan mengenai keberatan
Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir,

(2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.

(3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}:
a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajalk; dan
b, proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 91

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalsh tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 92
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan scbagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratil berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan  banding, sanksi
administratif berupa denda 50% {lima puluh persen) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratil berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 93
(1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok
pajaknya lehih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan  keputusan atas
permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 94
Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan,
surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, sural
permintaan  keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak
Restoran, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 95
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan
oleh Bupati atau Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah,
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka



waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat
keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Pertama
Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 96
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Pajak Restoran kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat
a, ldentitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
c. NPWPD;
d. Masa pajak dan tahun pajak;
e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
f, Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
g Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dokumen :
a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;
b, fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan.
c. fotocopi S3SPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
e, fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank
dengan memperlihatkan aslinya.
(4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
secara tertulis paling lama 12 [dua belas) bulan sejak saat timbulnya
kelebihan pembayaran pajak.



Pasal 97
(1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

96 ayat (1) dapat dilakukan:

a. sccare langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

¢. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohanan schagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan
Daerah/ Dinas Daerah; atau

b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal
disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 98

(1) Terhadap permochonan pengembalian  yang memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan
Dacrah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan
Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96ayat (2) dan ayat (3], dianggap bukan sebagai
permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan
sebagaima-na dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya
surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan  kembali scpanjang memenuhi persyaratan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 99
(1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan
pajak daerah.



(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyala
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang
tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak
surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
menerbitkan SKPDLB.

(3) Apabila sctelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir,

(4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 100
Untuk membayar pengcmbalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat
keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebiban
pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 101
Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 102
(1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kuasa
BUD menerbitkan SP2D.
(2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan



menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan
Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening
objek pajak daecrah yang bersangkutan,

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 103

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang
Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayal (2) dan ayat (3),
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih

lanjut.

Pasal 104

(1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat
{2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.

(2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan
Daerah/ Dinas Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.

(3) Berdasarkan SPM-LS scbagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

(4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan
menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan
Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukean pencatatan jurnal Belanja Tidak
Terduga.

(5) Pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak Dacrah tahun sebelumnya
dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 105
Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketctapan
Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Restoran dan Keputusan Pengembalian



Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran serta format SPP Pengembalian
Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB X1V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 106

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setclah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sciak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2} Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung,

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa secbagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

a. pengakuan utang pajak secars langsung schagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah;

b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan
Restoran [) Kabupaten Banyumas (Berita Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun
2014 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 108
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengeltahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannys dalum Berita Daerah Kabupaten Banyumas,

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 4 AUG 2020
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :4§ TAHUN 220

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

FORMAT SPTPD PAJAK RESTORAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK RESTORAN
Kepada Yih
Kepala Badan Dasrah/ Dinas Daerah
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ALAMAT USAHA

NOMOR TELEPON T
PERUBAHAN DATA [ | LAMPIRAN TERSENDIRI [ ] TIDAK ADA

A. DIISI OLEH PENOUSAHA RESTORAN

1. Restoran L L1
01. Restoran 06. Kantin
02. Rumah Makan 07, Warung Makan
03. Caf=taria 08. Tempat Malkan
04, Bar
05, Catering
4. Jumiah Meja, Kursi dan Rats-rata Pengunjung ;
(No|  JmlMeja Jmi Kurwi Jml Rata rata Perhari
Menggunakan Kas Register: | | ¥a [ ] Tidak

B. DIIS! OLEH PENGUSAHA RESTORAN
3. Jumiah Pembayaran Pajak Terhutang sampai

Mana Pajak sebelumnya DI it bbb
L mmmmmmk
Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir)
A, Masa :"I‘gl... s/d Tgl




(3 TmiIFl.]'aklﬂu"lH:ﬂtmmDmrﬂlﬂ - 10%h
d. Pajak Terutang (bo) 3 ;- - PO

2. Jumilah Pembayaran Pajak Terhutang sampai
sekarang (1+2) 2 B weerrssmmnmsnnsssssnspmness

c. PERNYATAAN DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

nmmnmmywdnﬂupmuhnyaakmmknﬁhﬂwmuukmmﬂmuﬂmi&mﬁm
ketentuan perundang-undangan v ang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan balwa
apa yang telah beritahulkan tersebut dintas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan

jelas.

T Lt L L b ppisEERATEEET

Wajib Pajak,

PERHATIAN

Harap diisi dalam rangkap dua (2] dengan huruf CETAK

Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Daerah/ Dinas.

Daerah paling lambat tangga!l 10 bulan berikutnya

4, Imﬂmhmn?mmlmnpndatmgpltﬂwbmdhtuuﬁmdﬂukukmmm kepada WP
dan apabila masih belum menyerahkan mhmmmm?[hﬂuhlhlﬂutdnhsumiw
diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan.

g

D. DISI OLEH PETUGAS BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Diterima tanggal 2
Nama Jelas H
NIFP

Tanda tangan




LAMPIRAN Il

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 202
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SKPDKB PAJAK RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SKFDKB
{SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)
PAJAK RESTORAN
Nomor
Penerbitan
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hanyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomar 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2011 mmmmmh,mahmwmmﬂuhm
pelaksanaan kewajiban Wajik Pajak -

Nama =[_'I|||II"||,||HHI||HIIE|I
Alamat {1 '
28
BENFD (T TITITTTTT]
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumish yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
1. | Pajak yang seharusnya terutang RP cooinnrnmassemsiins |
2. | Pajak yang telah dibayar I_!p ...................
3. | Pajak yang kurang dibayar (1-2) BB i o annauiinss
5 Fen;umnsmntaupmghnpunnunkd Rp
msriistratil ks
6. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) |-+ J————
Dengan Huruf : o
PEEHATIAN :

L thwmmmhnm:ﬁhkuknpdnﬂuimmmﬁmmmw;ﬂ;nmmw
Daerh (SSPDY)
2. Apabila SKPDKB inl tidik atau kurang dibayar setelsh lewat jafuh tempo paling lama 10 (sepulub) hari scjak

SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif 2% (dua . L
PUrWORETID, - oessivresssssss TAIUR soccssrne
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,
[ [ | I

NP, (i saiaiatiims




B. FORMAT SKPDKBT PAJAK RESTORAN

ROP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

= —

SEPDKET
[SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK RESTORAN)
Nomor
Tangeal Penerbitan
Tanggal Jatih Tempo

A. Berdasarkan Peraturan Dwmernh Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah Ksbupaten Banyumas Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pernturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerab, telah dilokukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas
pelaksanaan kewsjiban Wajib Pajak -

ion RN RE N EEENEEA R
Alamai 0 =
NEWPD LI LI TIITI L]

B. E:rdui:rhn pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
rikut ;

l. | Pajak yang seharusnya (erutang 11+ S —
7. | Pajak yung tclah diteyar RE ooverssteessresess
3. | Pajak yvang kurang dibevar (1-2) R it
4. | Sanksi administrasi a R
3
6

Pengurangan atau penghapusan sanksi "
administratii Y e e

- | Jumlah yvang masih harus dibavar (3+4-5) 23 -
Dengan Hurof
-4 - “-"'"l‘"'!'"'I'!FI'IPF'!IIIJIIIllll-lil---Jl--------1|---ll-r'|'|'|r-|'|||--'|'||rll|l--'|dl||.IJ||Laalll.ldaLl.aal---all_._.]

PERHATIAMN =

I Pembayaran ats pajak teruang dilahukan pada Bank yang telah ditunjuk deagan menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD)

2. Apabila SKPDKBT ini tidak stau kumng dibaynr setelah lowat jntah temipo paling limas 10 (sepuluh) hari sejnk
SKPDRBT ini diterbitkan dikenakan canksi adminisiatif berupa bonga 2% (dua persen) per bulan,

=== ==t

Purwokero, .....iieeesiinines Tahun ...
Kepala Badan Dacrah’ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,
PSTITHRL ... e e e s svs
No. JARATAN Ipanae] -
1. SEFDR J* BUPATI BANYUMAS
2. perom wmn
ACHMAD HUSEIN
< es vardm
e mvann | A




C. FORMAT SKPDN PAJAK RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SKPDN
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)
NPWPD A ) I X i R
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA §

NOMOR TELEPON
Masa Pajak
Tanun Pajak
Dasar Pembayaran
Jumiah Pembayaran

DENDA /SANGSI Rp

JUMLAH Hp

TERBILANG

m“ Hnm IEET TR R R EE LS prammgm 010 IR E i dEEI FIRYIEE"




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :48 TAHUN 2420
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN Dl KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN.

Lampiran
Perihal

Purwokerto,
Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
. Kabupaten Banyumas
: Permohonan  Pembetulan ai
ates .. FE,]H!: F.Esturﬂn PURWOKERTO
Yang bertandatangan di bawah ni :

Nama -
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pﬂjnkfﬁunm Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama

NPWFD

Alamat -
bersama ini mengajukan permohonan pebetulan atas :
Jenis surat
Nomor/Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak TR R e sfd ..

Permohonan pembetulan tersebut dmnuhn karena terdapat
kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam
Restoran tertulis:... o B PP PPPRE T
Sedangkan menurut I-mm.’: szhnmu.n:,ra T

Permohonan tersebut dlﬂﬂﬂﬂﬂtﬂn pﬂdﬂ alasan m:h&mﬂ hﬂ'ikut

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

MNomor

Lampiran

Tembusan :

Purwokerto,
Kepada Yth
Pengembalian permohonan Di
pembetulan ketetapan
Sehubungan dengan surat Saudara NOMOT ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ... . perihal permohonan pembetulan

ketetapan Pajal Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan scbagaimana diatur dalam Pasal ... BYRE siveabinns
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :

B i R G dst

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali
permohonan pembetulan atas ... Pajak Restoran setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.........................................

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGEKA
PEMBATALAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor

Lampiran :

Tembusan :

! Permintaan data dan/atau

Festorarn.

informasi dalam rangka
pembatalan .......... Pajak

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pembatalan ........... Pajak Restoran, dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam
bentuk hardcopy dan/atau saftcopy, yang meliputi :
 —

L v

3. ...dsL
Data tersebut agar diberikan kepada :
MNama
Jabatan -
Tempat : ... [Badan Dacrah/ Dinas Dacrah)

N | PR
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebul di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi

yang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan,
9 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB/ STPD PAJAK RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH, DINAS DAERAH

TENTANG

PEMBETULAN SKPDKE/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*)

Membaca

Menimbang

Mengingat

NOMOR .... TANGGAL .......

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

- surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /[

Kuasa dari Wajib Pajak®) ..........e Nomor ......... tanggal .......... alas
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ...... tanggal
,,,,,,, Tahun Pajak ........, yang diterima Badan Dacrah/ Dinas
Daerah ... Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan®) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ........

Tanggal ...... permohonan pembetulan SKPDKB,; SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ... Tanggal .......... dapat
dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDEBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Benyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri Ej;

3. Peraturan Daerah Neomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) scbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA .

KETIGA

Tembusan :

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B};

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ....... . tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Resioran di Kabupaten
Banyumas.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH,/ DINAS DAERAH
TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/
STPD*) NOMOR ...... TANGGAL .......

- Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/

SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ...... Tanggal ......., atag nama wajib
pajak :

Nama

Alamat

NPWPD

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebagai berikut :

Semula

Diperbaiki menjadi :

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

et PR T ET SR LELLE T

aw
NIP. ciasninosa sisssanarane ersares

1. Bupati Banyumas, sehagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.

“pilih salah satu



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN SECARA JABATAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH, DINAS DAERAH

TENTANG

PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/

Menimbang -

Mengingat

STPDY)
MOMOR .... TANGGAL ......

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan®)

terhadap SKPDKB, SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak
Restoran Nomor ...... Tanggal ...... yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Nomor .. Tanggal .. temyata terdapat
kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan®);

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Pembetulan Secara Jabatan atas
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD") Pajak Restoran
Nomor ....... tanggal ..........;

. Undang-Undang Noemor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

_Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daecrah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nemor 1
Seri E) sehagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagmimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seni B);

4, Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten
Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN NOMOR ...
TANGGAL .......

PERTAMA : Membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD?)
Nomor ...... Tanggal ......., atas nama wajib pajal :

Nama
Alamat
NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebagai berikut :
Semula
Diperbaiki menjadi :

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tANEgal..........s eeseees
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUFPATEN BANYUMAS,
NIP. . .

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

4pitih salah satu No.| JABATAN [PARAF
1| cevpn ol BUPATI BANYUMAS,
2.| psvmt um L
3. xes- 1itsum y ACHMAD HUSEIN
4.| rn Lwen "i




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :4§ TAHUN 260
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK RESTORAN.

Lampiran

Purwokerto,
Kepada Yth

Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daersh
Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO
Pemnbatalan Pajak

Yang bertandatangan di abwah ini ;

Nama
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat ‘
bersama ini mengajukan permohonan pebatalan atas :
Jenis surat :
Nomor fTanggal -
Jenis Pajak -
Masa Pajak 5 svassssasssasnsnsussnreresssonss B asinveirraninnnse cusnrsssprers
Permohonan pembatalan  tersebut  digjukan karena kami
MENEANEEAD ... vevsressees MOMOE woonians unggnlndakhmarn_tauuﬂah
seharusnya diterbitkan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
- B . | |

Demikian surat permohonan pembamlankamiuamp.ui]mnum:uk
dapat dipertimbanghkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajale,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Perihal . Pengembalian permohonan di

Tembusan :

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah

Kabupaten Banyumas

pembatalan ... Fajak PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........

yang diterima tanggal ......... , perihal permohonan pembatalan .........
Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

I

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat ...
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut |

I eyt dst

Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan scsuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat ... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali
permohonan pembatalan atas ........ Pajak Restoran setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH, DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyumas;
3. Inspckiur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PEMBATALAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,
Nomor Kepada Yth
Sifat
Lampiran :
Perihal : Permintaan data dan/atau
informasi dalam rangka
pembatalan .......... Pajak

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...... . tanggal .........
perihal perchonan pembatalan ............ Pajak Restoran, dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang melipufi :

-
/g
3. .. dst.
Data tersebut agar diberikan kepada :

Nama
Jabatan
Tempat : ... [Badan Daerah/ Dinas Daerah)
“ | T

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi

yang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.............................. sassamrad

4 | 1 e 1
Tembusan :
1, Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4, Arsip.



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBATALAN PAJAK RESTORAN,

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan :

Purwolerto, ...
Kepada Yth

FPermintaan keterangan

tambahan dalam  rangka di

pembatalan Ketetapan Pajak -

Restoran.

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ..oveeee
perihal perchonan pembatalan ............... Pajak Restoran nomor .........
tanggal ... . dengan ini Saudara diminta untuk memberikan

keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy,
yang meliputi :
| -

B
3. ...dst
Keterangan tambahan tersebut, agar diberikan kepada :
Nama
Jabatan
Tempat : ...(Badan Daerah/ Dinas Daerah]

i | I
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di aias, Saudara tidak
memberikan data dan/atau  informasi dimaksud, permohonan
pembatalan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.......................................

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB/ STPD PAJAK RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR .....cooees Tahun ........
TENTANG

PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD”)

Membaca

Menimbang :

Mengingat

NOMOR .... TANGGAL .......

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

. surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak /

Kusasa dari Wajib Pajak®} .........eee Nomor ......... tanggal .......... atas

SKPDKB/ SKPDKBT, SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ...... tanggal

,,,,,,, Tahun Pajak ........., yang diterima Badan Daerah/ Dinas

Daerah ... Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor

cessaress TANEREAL . ovoiebisians -

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan®) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ........

Tanggal ... permchonan pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ......... Tanggal .......... dapat
dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf &, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah .. tentang pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah ;
5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daersh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten

Banyumas.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/
STPD*) NOMOR ...... TANGGAL .......

. Menerima permohonan pembatalan terhadap SKPDEB/ SKPDKBT/

SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Nomor ...... Tanggal ....... _-atas nama wajib
pajak :

Nama :

Alamat

NPWPD

. Pembetulan scbagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu

sebagai berikut :
Semula :
Diperbaiki menjadi :

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.......................................

5. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Inspektur Kabupaten Banyumas;

8. Arsip.

“Pilih salah satu



F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/
SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN SECARA JABATAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

TENTANG

PEMBATALAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/

STPD*)
NOMOR .... TANGGAL .......

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan®)

Mengingat

terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD") Pajak
Restoran Nomor ...... Tanggal ...... yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Nomor .. Tanggal .. ternyata terdapat
kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan®);

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang pembatalan Secara Jabatan atas
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STFD| Pajak Restoran
Nomor ....... tanggal .........

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) scbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor |
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Daersh Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4, Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten
Banyumas.

MEMUTUSEAN :

Menetapkan ;: KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG
PEMBATALAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) PAJAK RESTORAN NOMOR ...
TANGGAL .......

PERTAMA Membetulkan SKPDKB;/ SKPDKET;/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*)
Nomar ...... Tanggal ......., atas nama wajib pajak :

Nama :
Alamat
NPWPD

KEDUA Pembetulan sebagnimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebagai berikut :
Semula .
Diperbaiki menjadi :

KETIGA Reputusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal...........coiinin
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
NIP. iveriressssnsenssnans ——

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagal laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banvumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip. '

“Pilih salah satu |NOJ JABATAN PARAT
= BUPATI BANYUMAS,
1. cerpn “y
. | pepiml 4 ! },‘ ‘Pﬁ—ﬁ
3. lvpe Wivdm {V . ACHMAD HUSEIN
3.\ v BAPENDS ‘1,;




LAMPIRAN V1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 48 TAHUN 22220
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI  KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT TEGURAN

Nomor
Sifat

Perihal

Tembusan :

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ......covemmnnes
.............................. Kepada Yth
TEGUrAN .oninnciaini: usses di
Menunjuk Surat Tagthan Nomor ....... tanggal ........ ., dan

Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan®) Nomor ........

tanggal .........., hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang

dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Restoran : Rp ... PR TP

b. Sanksi administras £
Jumlah

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut
dalam jangks waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan
Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas.

Tagihan utang Pajak Restoran yang tidak dibayar pada
waktunya, kekurangan Pajak Restoran, dan/ atau sanksi administrasi
berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah tagihan yang terutang.

A.n. Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

Kepala Bidang ..... R - P .
NEINA. ..o ssnnnmmssssssasnnagansinas
NIF. ivieics ARy S y

1. Bupati Banyumas, scbagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

*) Filih salah satu.



B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

[ [ 1 o) e SR

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :
Nama
NPWPD
Alamat :
untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp ............ dengan rincian
sebagai berikut :
c. Piutang Pajak Reklame berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKET, 5TPD*) L PR e e

d. Sanksi administrasi <R SR e .
Jumlah i . - [P R er e
Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tangga ........... pada Bank ......

Ditetapkan di Purwokerto
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

* Pilih salah satu



C. FORMAT SURAT PAKSA

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama X

NPWPD

Alamat :

menunggak utang Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor ......... Tanggal ........... 4
2. Surat Teguran nomor ........... o ARINERAL s einniitineisin

dengan rincian utang sebagai berikut:
a. Piutang Pajak Restoran berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*| TR e ey s ST LAt b
b. Sanksi administrasi - -1 N

Jumlah Tagihan B | N AN —
Dengan ini;

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan

utang sebesar Rp .... [.........] ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp .....
L ), dalam waktu 2 (dua) kali 24 {dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat
Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala
Bidang Penagihan Badan Dae¢rah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas;

2. memerintahkan kepada Jurusita vang melakssnakan Surat Paksa ini atau

Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk
melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan

e e

tidak dipenuhi,
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal... ..o
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
| A ORI R e R
Tembusan ;
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banvumas;
3. Inspekiur Kabupaten Banyvumas;
4. Arsip. .
*) Pilih salah satu. No.| JABATAN |PARAF BUPATI BANYUMAS,
1. |ceepn - ﬁ 5
2. Pt um p ACHMAD HUSEIN
2. en waveron /



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :48 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN Dl KABUPATEN

BANYUMAS
FORMAT STFD
KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
(STPD)
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepala Yth

Ed.r..-..-.--.-....--u.aa.u--.--.-l--.n-q.q lllllllllll IR

di

...........
Tanggal Penerbitan

| Tanggal Jatih Tempo :

A Berdasarkan Peraturan Deerash Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daecrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2011 tentsng Pajak Deersh, telah dilakuken Pemeriksaan atau Reterangan Lain atas
pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama T 5 o S O 1 ) 6 0 (0 N
Alamnt i
: 1

NPWPD 3 I O TN A ) (O 1 0

B. Huﬂmhnpemﬁﬂ:ﬂnﬂﬁrmbutdiaﬂ.jmhhmmaﬂhhmndmwmhhm
berikut ;
1. | Pajak yang kurang dibayar TR R P
2. | Sanksi administrasi - B o eessmmniiisign,
3. | Jumlah yang masth harus dibayar {142) B et
Dengan Huruf :

PERHATIAN :
l.mhqmﬂamwmmngdmkuhnpdlﬂunhmmlhﬁhmh&m
menggunakan Surat Sctoran Pajak Daerah (SEFD)

2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewst jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh)
hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% [dua persen)

per bulan.
PurwoKeeto, «osimrhcssiais Tahun ...,
Kepala Badan Dacrah/ Dinas Dacrah
Kabupaten Banyumas,
1 — -




LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :48 TAHUN 2410
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN.

Purwokerto,

Kepada Yth
s Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
| ; / dﬂlﬂ.hupatmﬂﬂnyumas

Nama

Jabatan

Alamat 3

Nomor Telepon

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama -
Alamat

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :

Jems surat ;

Nomor / Tanggal

Jenis Pajak :

Masa Pajak T e e T e g R - P R
Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih
harus dibayar menurut kami adalah Bp .....covue

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaika :

B oo dut

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Naomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan :

Purwokerto, .....coereeeenss

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

: Pengembalian permohonan PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........

yang diterima tanggal ..........., perihal permohonan pengurangan
Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... AL veiaves
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan scbagai berikuat :
B e i o e o ol i i el il e

T R dst

Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun .... tentang Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan
permohonan pengurangan Pajak Restoran kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih,

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.........................................

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PENGURANGAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,

Ke Yth
MNomor pada

Sifat
Lampiran :
informasi dalam rangka

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal perohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk
hardeopy dan/atau softcopy, vang meliputi :

N i
ik i
3. ...dst.
Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

MNama
Jabatan :
Tempat : ...|Badan Daerah/ Dinas Daerah)
| PR

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi

vang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

---------------------------------------

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sckretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor
Sifat

Lampiran

Tembusan :
1.
2. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyumas;
3.

4. Arsip.

Purwokerto,
Kepada Yth

Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka

pengurangan Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardeopy dan [ atau softcopy, yang meliputi :
| -

-

3. ... dst.
Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan
Tempat : ...(Badan Daereh/ Dinas Daerah)

" | -
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yvang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Bupati Banyumas, sebgai laporan;

Inspektur Kabupaten Banyumas;



E. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL/RESTORAN

KOF BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

TENTANG

PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

Membaca

Menimbang :

Mengingal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

: Surat permochonan .......... Nomor ...... Tanggal ......... perihal

Permohonan Pengurangan Pajak Restoran;
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/ lapangan®) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ..........

tanggal ...... . permohonan pengurangan pajak terutang dalam

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurufl a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Persetujuan Pengurangan Pajak
Hotel / Restoran®);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

4, Peraturan Bupat Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten

Banyumas.



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSEAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN.

. Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hotel /Restoran®)

terutang yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor
.............. Tahun Pajak ............) sebesar ......% (ureeerese-persen) dari
Pajak Restoran yang terutang.

. Besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar atas penetapan

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai
berikut :
a. Pajak terutang dalam SKPDKB/SKPDKBT®) @ Bp coovinnnmmimms

(s XRPRD e iinenns v s R siiisisimnbaireisiriiiasinss
¢. Jumlah Pajak Hotel/Restoran yang terutang

setelah pengurangan (a-b) S8 . T———————

£ ik g ; TP ¥

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan epabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH, DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.................................................

Temusan disampaikan kepada :

1, Bupati Banyumas (sebagai laporan);

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

*) Pilih salah satu



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

RESTORAN .
Purwokerto,
Nomor Kepada Yth
ﬂ ; : Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
ol Kab
Perihal : Permohonan angsuran/ di e,
penundaan®) pembayaran PURWOKERTO
JPaynk Hestorsn. :
Yang bertandatangan di abwah ini
Nama
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama ¥
Alamat

bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundaan®) pembayaran
Pajak RESTORAN, atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Masa Pajak (ISR ST, | [ O pRR U SR
agar dapat diangsur ....... [.........) kali/ditunda ...... [.......) bulan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
PP o dst

Demikian surat  permohonan angsuran/penundaan®)  kami
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

*] Pilih salah satu.



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN ANGSURAN /PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,
Kepada Yth
Noemor : Kepala Badan Daersh/ Dinas Daerah
Sifat - Kabupaten Banyumas
Lampiran : di
Perihal : Pengembalian permohonan PURWOKERTO
angsuran [ penundaan®)
_pembayaran Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal .............. ., perihal permohonan angsuran/
penundaan*) pembayaran Pajak Restoran atas .................. Pajak
Restoran nomor ..... R tanggal ............. , dengan ini kami sampaikan

bahwa:

1. Berdasarkan penelition kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat ...
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ...... Tahun ... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Eanw.mma dengan
penjelasan sebagai berikut :

B b A A dst

2. Denga.n demlkmn surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayal ....., Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun .... tentang Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan
permohonan pembetulan atas ...... Pajak Restoran kembali setelah

dapat memenuhi persyaratan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan : MAP: iivniiies TR PR
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banvumas;

4. Arsip.

IPilih salah satu



C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENA! PERUBAHAN SALDO UTANG
PAJAK RESTORAN.,

Kepada Yth
“F‘“‘“’ - Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat - Kabupaten Banyumas
Lampiran : di
Perihal : pemberitahuan  mengenai PURWOKERTO
perubahan saldo utang
Pajak Restoran }

Sehubungan dengan adanya keputusan atas pengurangan/
pembetulan/ keberatan/ banding/ peninjauan kembali*) yang menye-
babkan adanya perubahan saldo utang Pajak Restoran, bersama ini
diberitahukkan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Saldo utang Pajak Restoran sctelah adanya keputusan tentang
pengangsuran berubah yang semula Rp ...... e berubah menjadi

2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak Restoran tersebut,
maka perlu melakukan perubahan terhadap keputusan tentang
pemberian angsuran pembayaran utang Pajak Restoran,

3. Sesual dengan ketentuan Pasal ... ayat .... Peraturan Bupati
Banyumas nomor ......... tahun ...... tentang Pemungutan Pajak
Restoran, Saudara agar mengajukan usulan perubahan
pengangsuran pembayaran utang Pajak Restoran, dalam waktu
paling lama 5 (lima) hari setelah diterima surat pembentahuan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DﬁER.FLHf DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas,

4. Arsip.

*) Pilih salah satu



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran
Pajak Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib

Pajak*) Nomor ...... Tanggal ...... dan hasil pemeriksaan Kantor/
Lapangan®] yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor ....... Tanggal ...... , maka permohonan pengangsuran

tersebut dapat disetujui;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak
Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dserah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri EJ;

3. Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1

Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah scbagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun R (. 117:111 )
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

- Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak

Restoran terutang dalam .......... Nemor ....... Tanggal ....... sebanyak

: Besuai dengan Diktum PERTAMA, besarmya angsuran ditetapkan

sebagai berilout :
1. Angsuran Pertama sebesar Rp .....ooeeeene,
2. Angsuran Kedua sebesar - 1 e

3. Angsuran Ketiga sebesar |- SRERCERRRERNS R
4. Angsuran Keempat sebesar Rp.................

2. Angsuran Kelima scbhesar B i

: Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang,

: Keputusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tangRal.....c.ccooimisrsiciessiins

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspekiur Kabupaten Banyumas;

4.
J

Arsip.

Pilih salah sat



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEN UNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEFUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
NOMOR .............. TAHUN ..............
TENTANG

FENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran
Pajak Resloran yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib
Pajak®) Nomor ... Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/
Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor ...... Tanggal ..., maka permohonan penundaan
pembayaran Pajak Restoran dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurul a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Penundaan Pembayaran Pajak Restoran;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah scbagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ......... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

: Mengabul permohonan penundaan pembayaran pembayaran Pajak

Restoran dalam ......... Nomor ........ Tanggal ........ selama ....... bulan.

: Sesuai dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran

ditetapkan paling lambat tanggal .........covvvemiiins

: Selama masa penundran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%

setiap bulan vang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan),
2, Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;

4. Inspektur Kabupaten Banyumas;

5. Arsip.

*) Pilih salah satu.
No JABATAN |PARAF BUPATI BANYUMAS,
1. SEFPA ."'-ﬁ“ ﬁ%:w
2:] AsmiN um ACHMAD HUSEIN
3.| s woeum| | ¥
4. [¥n maverm L



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :48 TAHUN 2040
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN (b1 KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN

Nomior
Sifat

Lampiran
Perihal

Purwokerta,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di

. Permohonan pembebasan PURWOKERTO

..............

Yang bertandatangan di abwah i :

Nama :

Jabatan

Alamat -

Nomor Telepon -

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama -
Alamat -

bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas |

Jemis surat -

Nomor /Tanggal :

Jenis Pajak

Masa Pajak FEEC e R S e M L | | T PR S P

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

- IEREEr dst

Sebagal bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
- IO

Demiltan surat permohonan pembebasan utang Pajak RESTORAN
kami sar paikan untuk dapat dipertimbanghkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajal,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Tembusan :

Kepada Yth
Kepala Badan Dacrah/ Dinas Dacrah
Kabupaten Banyumas
i
Pengembalian  permohonan PURWOKERTO
pembebasan Pajak
Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yvang diterima tanggal .......... , perihal pr_rmuhnnn.n pcmhchaa.ﬂn
Pajak Restoran, dengan imi kami sampaikan bahwa:

|. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebapaimana diatur dalam Pasal ... VAt ..o )
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :

B i e
| 5 R P o= e Sty e
TR oty ARy AP dst

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun .... r.:nmng Fm:nungutﬂn Pajak Restoran di

Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan
permohonan pembebasan Pajak Restoran kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

-----------------------------------------

1, Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomaor

Sifat

Lampiran

Perihal

Tembusan :

1.
2.
3.
4.

Purwokerto,
Kepada Yth
; ; di
! Permintaan data dan/atau
informasi dalam rangka
pembebasan Pajak
Restoran.
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........

perihal perchonan pembebasan Pajak Restoran, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan data dan/atau informasi, dalam bentuk
hardeapy dan [ atau softcopy, yang meliputi @

y

= ST
3. ...dst
Diata dan fatau informasi tersebut agar diberikan kepada :
Nama -
Jabatan .
Tempat : ...(Radan Daerah/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas

JL ..... Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permochonan
pembebasan Pajak Restoran tetap diproses sesuai dengan data
dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH,/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.......................................

Bupati Banyumas, sebgai laporan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
Inspektur Kabupaten Banyumas;

Arsip.



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

HW . R e RS S R R
Sifat S sessersaseesasesaens pas s srassan e et tide
Lﬂ.'milpimn_ L. H-.;,- ------------------------- T e
Perihal  : Permintaan keterangan

mmlmhﬂn dﬂjﬂm mgka -------------------------------

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pembebasan Pajak Restoran, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan data dan/atau
informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi :

e -
3 ..dstb

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : ... (Badan Daersh/ Dinas Daerah) Kabupaten Banyumas
Jl. .... Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini,

Apabila keterangan tambahan tersebut, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan
pembebasan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas,

4. Arsip.



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN RESTORAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ....... TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN RESTORAN

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : @. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor ... Tanggal ....
perihal Permohonan Pembebasan Pajak Restoran dan hasil
pemeriksaan Kantor/ Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal ..., maka permohonan
pembebasan Pajak Restorandapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perin menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah |

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Momor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Dacrah
. “mwﬂ
mmmmmmmm i
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 -
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ..o tentang
Pemungutan Pajak Restorandi Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN
PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.
PERTAMA : Membebaskan Pajak Restoran terutang yang tercantum dalam .........
Nomor ....... Tanggal ........ .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dntetapkan di Purwokerto
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEIN
Tembusan -
l. Sckretaris Daerah Kabupaten Banyumas
2. Inspektur Kabupaten Banyumas: |
3. Kepala Badan
4 _ Daerah/ Dinas Daerah:;
") Pilih salah sary
No. TAH# BUPATI BANYUMAS,
1. serpn 49.;_
<
2. ey | | =\l ACHMAD HUSEIN
3.[vee wineym | (v
4./ teeron| ;|




LAMPIRAN X1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 24630
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.

Purwokertio,

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas

di
Permohonan Pengurangan / PURWOKERTO
Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak
RO, . iy
Yang bertandatangan di abwah im
Nama
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan Permohonan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Restoran atas °
Jenis surat .
Nomor /Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak P NP AT SO R L 7 [R—————
Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :
" I . | =
Berdasarkan hal terscbut di atas, pﬂtﬂttmgln pajak yang masih
harus dibayar menurut kami adalah Rp ...
Sebagai bahan pertimbangan, tl:rlampu: kami sampaika :

o i dst
Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRAS] PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Kepada Yth
Nomor - Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah
Sifat : Kabupaten Banyumas
Lampiran : di
Perihal . Pengembalian Pengurangan/ PURWOKERTO
Penghapusan ﬁuﬂ]{m

Sehubungan dengan surat Saudara NOMOL ....... tanggal .........
yang diterima tanggal ............ , perihal permohonan pengurangan
Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ...... |
Peraturen Bupat Banyumas Nomor ...... Tahun ... tentang
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten El.-an_m.tmaa dengan
penjelasan sebagai berikut

b i T SR LG dst

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan
permohonan pengurangan Pajak Restoran kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, scbgai laporan;

9. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGEA
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN BANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto,
Kepada Yth

Nomaor

Sifat

Lampiran

Perihal : Permintasn data dan/atau di
informasi dalam rangka

pengurangan, penghapusan
sanksi administrasi Pajak

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal perohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi
Pajale Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan data
dan /atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang
meliputi :

-
I
3. ...dst
Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada :

Mama
Jabatan H
Tempat : ... [Badan Daerah/ Dinas Daerah)
JL ...

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, surat permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi

yang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, scbgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomor 5

Sifat

Lampiran

Perihal  : Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
pengurangan/ penghapusan
sanksi administrasi }

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ..o
perihal perohonan pengurangan Pajak Restoran, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardeopy dan / atau soficopy, yang meliputi :

-
6. ... dst.

Keterangan tambahan tersebut agar diberikan kepada :
MNama :
Jabatan
Tempat : ... (Badan Daerah/ Dinas Daerah)

| AR

paling lama 5 [lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan data dan/atau informasi dimaksud, permohonan
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3, Inspektur Kabupaten Banyumes;

4, Arsip.



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Menimbang

Mengingal

KEFUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ....ooveenens TAHUN Lccciiiiniens
TENTANG
PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi
Pajak Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak’)
Nomor ......... Tanggal ......... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®)
yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/
Dinas Daerah ... tentang Pengurangan Pajak Restoran;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan Daergh (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomar 14 Seri E);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor | Seri E} scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atlas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 1 Sen B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ......... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.



PERTAMA

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG

PENGURANGAN PAJAK RESTORAN.

:  Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Restoran terutang dalam

csises NOMOT ......... Tanggal .......... . atas Wajib Pajak :

Nama
NPWPD :
Alarmat

sebesar ....% [.... persen).

: Besarmmya Pajak Restoran yang harus dibayar setelah pengurangan

schagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut ;

nr H‘Ek mtﬂﬂ:dﬂ]ﬁm lllll #h il PSRRI : h"++"‘l“‘l-++-iilllllllll
b. Besarmya pengurangan [..... % X Rp .....) { RPi. i

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian harl temyata terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan scbagaumana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
M t'ml-rl-l s bl RS R R SRR
A.n, BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagm laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaien Banyumas;
3. Inspekiur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.

*) Filih salah satu



F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR .....coeno- TRRUD 1ovvnves
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa berdasarkan Surat permohonan ...... Nomar .... Tanggal ... perihal

Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran dan hasil
pemeriksaan thfw'amﬁmmmmmmﬂm
sanksi administrasi Pajak Restoran dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

periu menctapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah ...
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

9 Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Dasrah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1

Seri B);

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ..o tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH TENTANG

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN.,

Menghapus Sanks: Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan Pajak®)
atas keterlambatan pembayaran Pajak Restoran yang tercantum dalam

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan schagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4, Arsip.

No.

JABATAN

L. Iceron

2.

R urn

3.

TG v

4.

A e R

BUPATI BANYUMAS,

Pt

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :48 TAHUN 200

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

RESTORAN Dl KABUPATEN
BANYUMAS
A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN.
PurealeBrin, ooiessesanrmrssss
Nomor : Kepada Yth

Sifat : Kepulaﬂadnn]]uerahfni:muumh
Kabupaten Bamyumas

di
Pajak Restoran. PURWOKERTO

...........................

i

Jabatan

Alamat

Nomeor Telepon :

Bertindak selaku Wajib Prjak/Kuasa Wajib Pajak dan Wajib Pajak :
Nama -

NPWPD

Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas .

Jenis surat

Nomor [ Tanggal

Jenis Pajak

Masa Pajak ST | (| GRS LT
Alasan keberatan yaitu :

1- --1ll-lal|lr---|-a|.--|-..-.--.--ll.-u---"r--|-a.---r-|.||-du---.r-.r-lll|l|-||-r--dd-u-||-|J--I-JI-J--|---|-—-l-lI----r----ﬂ-l-l“--r-rdd-ll-nl

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan.

ey S P R Y

Demikian surat pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat

dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajalk,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Porwokerto, ....ccoommmsssnin

Nomaor Kepada Yth
Sifat
Lampiran di

Sehubungan dengan surat Saudara NOMAr ... tanggal ......... Yyang diterima
tanggal ............, perihal pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan

bahwa:
1. Berdasarkan penelitian kami, surat saudara tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal ....... ayal .......... Peraturan Bupati Banyumas

Nomaor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di

Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagal berikut :

T ————

B i e o N cssnsuayyuSAREEIRS P L A S et

B L e S A RPN ISR LSRRI SR e e LS rre b AR 2 dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan

Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih
dapat mengajukan keberatan Pajak Restoran kembali setelah dapat memenuhi

persyaratan.
Aias perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM
RANGKA KEBERATAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

MNomor Purwakerto, .
Sifat
Kepada Yth
Lampiran
Perihal Permintaan dokumen, data -
dan/atau informasi dalam di
rangka keberatan  Pajak
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ... perihal

pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan
pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy,
vang meliputi

G e el e SRS T RS A R A A L R e

2-. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ey ST PEARES SR SR RSk Ll e
3 v  EeEBESsLERsEEEEsdlRERRTRdEddnmEEEEY P ——— T b i dHL

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk
hardeopy dan [atau softcopy, agar diberikan kepada :

Nama
Jabatan
Temmpat : (Badan Daerah/ Dinas Dacrah)
paling lama 5 [lima} hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangks waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softropy, surat pengajuan keberatan Pajak Restoran tetap diproses sesuai

dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

T
Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daeranh Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



0. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
KEBERATAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Kepada Yth
Sifat
Lampiran ‘ -
di

Perihal Permintaan keterangan

tambahan dalam rangka .

keberatan Pajok Restoran

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ......... perihal

pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini saudara diminta untuk memberikan
keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi :

L. sueeassssesssnsssnsnsmsnsrnnsnnibtinsssssssntiiiiaieeresniniesiits T TR R TR a——— R

B R e e e 1 T I S oS S S PE T L

§ i T T, IR AT T s O dst.
Keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, agar

diberikan kepada :

Nama :

Jabatan

Tempat : Badan Daerah/ Dinas Daerah
paling lama 5 (lima) hari kega setelah diterimanya surat ind.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, pengajuan
keberatan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang
ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, .. :
Nomor
At Kepada Yth
Lampiran
Perihal :  Pemberitahuan untuk o

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian berdasarkan Surat Tugas
Penclitian Keberatan nomor..... tanggal ... bersama ini disampaikan daftar hasil
penelitian keberatan sebagaimana terlamoir.

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajak yang
harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis
sesual formulir terlampir disertai dengan data, bukti, dan dokumen pendukung
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan
diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh
penjelasan pada :

Hari/tanggal:

Walktu:

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah
ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa menunggu kchadiran
Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya dincapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

e P T R LS S e L LR L L)

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgal laporam,

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor : Tanggal :

HAL YANG
DISENGKETAEAN

MENURUT ALASAN

DITOLAK /DITERIMA

PAJAK TERHADAP
KOREKSI

PROSES KEBERATAN

Mengetahu :

P T e B E e LR LR L ]

PUrwokertn, . .coommarrmecsisainins
Tim Peneliti

Ketua Tim

e R L L e R E R LR Ll bbb bbb bl



F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK RESTORAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR .....core. TADUD coonins
TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ovivvsreeessenesensr- PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Memumbang

a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal ..., perihal

pengajuan  keberatan Pajak Restoran dan hasil pemeriksaan
Kantor/Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor .... Tanggal ...., maka pengajuan keberatan Pajak Restoran dapat
dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Dacrah tentang
Keberatan Pajak Restoran;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomaor 22 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) schagaimana
telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri Bj;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG
KEBERATAN PAJAK RESTORAN,
PERTAMA Menenma scluruhnya/Menerima sebagian/Menolak®) keberatan Wajib
Pajak atau menambah besarnys pajok yang masih harus dibayar dalam
............... yvang diajukan keberntan oleh Wajib Pajak dengan suratnya
nomor.... tanggal ...
KEDUA Dengan perician sebagsn beriku -
Semula | R —
Ditambah /dikurang BB sisersernenees
Menjadi 1< RPN
KETIGA Reputusan i mula: berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian harn ternyata lerdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan schagaimana mestinya,
Ditetapkan di Purwokerto
Poda tangeal.........cccovvvee.
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
IR naaibaiameia g
Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banvumas;
4, Arsip.
*] Filih salah satu I
No.| JABATAN [PARAF BUPATI BANYUMAS,

v e

e Hnim
g’ ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 260
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN.

Nomor . Kepada Yth

Perihal *  Permohonan pengembalian di
Pajak Restoran.

Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama 3
NFWP
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon '
Bertindak sclaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama -
NFWFD
Alamat -
bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas :
Jenis surat
Nomaor/ Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak SRR PP T T S Y [ SR

Menurut perhitungan kami pajak yang n::hamanra dihﬂ,;»,rnr adalah sebesar

Rp..........., dengan perhitungan schagai berikout :
2. 1,‘4“dst



Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

e BT S ST LR LI L

pengembalian kelebihan pembayaran

1-.- u.u-...---..auu-r..—-u-uu-.-”-.p--a-..---a---u.-..r----a--r-.-.r-..a-ur--. bmsmn

ﬂ. - ama TN P e e EY R L Lo S LR L

pajak kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMCHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Purwokerto, ..
Nomaor . Kepada Yth
Sifat .
Lampiran di
Perihal Pengembalian permohonan i
pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Restoran

Sehubungan dengan surat Saudara nomar ... tanggal ......... yang diterima
dengan ini kami sampaikan bahwa:
1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal ....... GyRL e Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
B oooveserabess eSS ORS TR ST TR TSI SS AR PR S L SR R ua e S SRR AR RS
| - AT R S MU e e B e T D - e
Dt e U L Sl J—— cdst

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan
Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih
dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Restoran, kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara dincapkan terima kasih.
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM
RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Nomaor - Kepada Yth
Lampiran di
Perihal - Permintaan dokumen, data dan/atau

informasi dalam rangka pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ....... perihal
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran, dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembulkuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk

hardeopy dan fatau softcopy, yang meliputi :

R A R P e D O ey T D UL L L e s e v .
2- ---------------------------------------------------- L L sdaEEEE
3 lllllllllll Mpppppppee e TS P LY TR E L L AR R R R L Sl il pEdEERLTR BEE FpENEERpTEEEEEETIE R AR FEEE d’t—l

Pembukuan atsu pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada :

1. Nama -

2. Jabatan :

3. Tempat - Badan Dacrah/ Dinas Daerah

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat nd.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Restoran tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

9. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas,

4. Arsip.



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGEA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

Sifat
o _ Kepada Yth
Perihal : Permintaan  keterangan tambahan
dalam rangka pengembalian kelebihan ——
pembayaran Pajak Restoran.
Sehublngan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ......... perihal

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restaran, dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy
dan/atau soffcopy, yang meliputi :

B e e R KRR R e 2 -t e 2 M, dst.

diberikan kepada :
1. Nama '
2. Jabatan
3. Tempat : (Badan Dacrah/ Dinas Daerah).
paling lama 5 (lima] hari kerja sctelah diterimanya surat ini.
Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran tetap diproses sesual dengan
dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS,

MIP. cicrorsannsmnnsnssanssnmnssnnsss

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgal laporan;

2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Araip.



E. FORMAT SKPDLB PAJAK RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLE) PAJAK RESTORAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

A Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daersh
schaguimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dasrah Kabupaten
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah, telah dilalukan pemeriksaan atas pelaksanaan
kewajiban Wajib Pajak :

Nama I¥d 1

NPWFD H H

Alamal

LE]

i J

B. mmmmmwtﬁamjmhhuhﬂhmwﬂahhuhﬂhﬂﬂnﬂr
1 Pajak yang telah dibayar Rp

5 | Pajak yang seharusnyn lerutang Rp

3 | Pajak yang lebih dibayar (1-2)

g

4 | Banksi administrasi Re

Pengurangan atau penghapusan sanksi

Administratif

5. | Jumlah kelebihan bayar [3-4+5) Rp

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajuk (SPMKP).
Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,




F. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

RESTORAN.

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
Nomor ..... TRhun ... , periu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Badan Pendapatan Daerah tentang Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Restoran;

Mengingat

. P

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E};

Peraturan Daecrah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri Bj;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.



KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Restoran yang
seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama E L iieessssesmsiesssspuaETEesabaieasssases
HPWPD  f cvereeienessanmmsrismsssassiinsimisnnisminss .
Allmat : ------------------------- AEEERETEE FFEIERRrTY S

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, maka besarnya Pajak Restoran yang dikembalikan adalah
sebesar BP .....ocimieianias fosnsintensssnosnnssvssasnsanssassasnien S J

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal ........ R,

A.n. BUPAT] BANYUMAS

KEPALA DFPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagail laporan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

3. Inspektur Kabupaten Banyumas

4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas

5. Arsip.

*| Pilih salah satu.



G. BENTUK DAN ISI SPP PEN GEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

MNo. SFP Mo o B

KepadaYth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SEPD..c.venneres R 0

Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan PembayaranPengembalian Pendapatan
sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran diterimanya

pendapatan o eerebeanaresasaaaiat -
2. Untuk Keperluan N e e e
3. Nama Bendahara Pengeluaran B ek S AR S R
4. Jumlah Pembayaran yang diminta  : RP o "
(tarbilang:..........ooveesaranaseeres SEPSEAR D U e T e e e T i -
5. Penerima
a. Nama  iesssbrseEEsassETREsEIsRETR SRS
b. No. Rekening Bank A R TR e
¢. Nama Bank e R T
6. Rencana Penggunaan:
No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Jumlah
PErBIlAIES ... oo siaessasisasssbrsnamasiossbnntnins




H. BENTUK DAN ISI 5PM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS

PENGEMBALIAN PENDAPATAN oo

Kuasa Bendahars Umum Dacrah Pemeriniah Kabupaten Banyumos supaya menerbitikan SP2D pengembalian

SHEPD

MI mﬂ‘iﬂﬂ'mk - | s E——— " GEmAEmm————— bR u

KodeRekening Uralan Jumilah [Epj

Jumlah | 0000 s

Nomor dan mnggal 8PP : snsrannes




. BENTUK DAN 151 SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

EOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

e TR e R e ) Dari
Tenggal b Sl ieaaibiaay Mezmng

Tahun Anggarmn

Hendaklah mencairkan /memindahbukukan dor baki Rekening Bomor ..o GROR

Lembar 1i BankyangDitunjuk 000 e g SEEH R R
Lembar 2: Pengpans Anggarain/Kuass Peng@ens Arggaran Runsa Bendahara Urnniemn Daerah
Lembsar-3: Arsip hussa BUD

Lembar 4: Bendahara/Pihak Ketige* e 2 e

5

JABATAN IPRRAF] |
BUPATI BANYUMAS,

< CEEDR .-«H':'
o] PETUN ey juuml HUSEIN

BB Yeym
A, | en-BRPETDR

G | BO | b




